
TATAP MUKA KULIAH XII

DOKUMENTASI PENGANGKUTAN UDARA

· Menurut pasal 8 Stb No.100/1939, tentang Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) disebutkan bahwa Surat muat(angkut) udara asli tiga rangkap dibuat oleh pengirim rangkap tiga dan diserahkan bersama sama barang, lembar pertama memuat kata-kata untuk pengangkut, lembar kedua untuk penerima barang ditandatangani oleh pengangkut dan pengirim dan dikirim bersama barang, lembar ketiga memuat kata-kata untuk pengirim, ditandatangani oleh pengangkut dan setela barang diterima pengangkut surat tsb diserahkan kepada pengirim .

· Dalam praktek blanko surat muat yang memenuhi ketentuan UU telah dicetak & diterbitkan pengangkut. Setiap orang yang akan mengirim barang akan meminta dan mengisi blanko surat muat tersebut rangkap tiga untuk dilengkapi oleh pengirim dan diserahkan bersama sama barang muatan. Setelah itu pengangkut meneliti surat angkut dan barangnya apabila sesuai maka tiga lembar surat muat akan di cap oleh pengangkut, menandakan bahwa pengangkut telah menerima barang untuk diangkut dan setuju melaksanakan pengangkutan.

· Menurut pasal 10 OPU surat muat udara berfungsi sebagai :

a. Surat persetujuan pengangkutan, dalam hal ini berarti bila pengangkut menerima barang untuk diangkut tanpa dibuat surat muat udara, maka pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan UU untuk membatasi tanggung jawabnya.

b. Surat bukti penerimaan barang, setiap barang yang diterima untuk diangkut selalu disertai dengan surat muatan udara yang segera ditandatangani oleh pengangkut dan dikembalikan kepada pengirim.

c. Syarat angkutan. Dalam setiap muatan udara tertulis syarat-syarat angkut denganmana kedua belah pihak terikat.

· Pengirim bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pengangkut atau pihak ketiga sebagai akibat pemberitahuan yang keliru, salah atau tidak lengkap mengenai keadaan barang yang dikirim (psl 12(2) OPU).

· Pasal 5 OPU menyebutkan bahwa pengangkut harus memberikan kepada penumpang dokumen berupa tiket penumpang. Dalam pasal ini tidak disebutkan bahwa tiket harus diterbitkan atas nama, tetapi pada prakteknya tiket penumpang diterbitkan atas nama, pencantuman nama penumpang perlu untuk kepastian hukum karena penumpang adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan udara.

· Kegiatan angkutan udara dibagi dalam (psl 18 PP 40/95) :

a. Angkutan udara niaga yang terdiri angkutan udara berjadwal dan tidak berjadwal.

b. Angkutan udara bukan niaga

· Kegiatan angkutan udara niaga dilakukan dalam jaringan penerbangan yang meliputi :

1.   Jaringan Penerbangan Dalam Negeri, terdiri dari :

a. Rute utama : rute yang menghubungkan bandara berfungsi sebagai pusat penyebaran (terletak di kota pusat ekonomi dengan jumlah penumpang cukup tinggi dan atau berfungsi menyebarkan penumpang ke bandara lain).

b. Rute pengumpan : rute yang menghubungkan bandara sebagai pusat penyebaran dengan bendara bukan sebagai pusat penyebaran atau antar bandara bukan sebagai pusat penyebaran.

c. Rute Perintis : rute pedalaman.

2.   Jaringan Penerbangan Luar Negeri.

· Kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat diselaenggarakan oleh BUMN, BHI dan koperasi yang memiliki ijin usaha angkutan udara niaga (psl 16(1&2 PP 40/95).

· Kepada perusahan angkutan udara niaga asing yang melakukan kegiatan  dari dan ke Indonesia wajib menunjuk agen/perwakilannya di Indonesia untuk mengurus kepentingan di bidang operasi dan administrasi. (psl 6 (1)PP No.3/2000). Sedangkan untuk melakukan penjualan dan pemasaran jasa angkutan dari dan ke luar negeri dapat menunjuk agen di indonesia untuk mewakili kepentingannya (psl 6 (2) PP No.3/2000)

· Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha angkutan udara wajib memiliki ijin usaha angkutan udara niaga (psl 17 PP 40/95). Permohonan diajukan kepada Menteri Perhubungan. Ijin usaha tersebut terdiri dari :

· Ijin usaha angkutan udara niaga berjadwal

· Ijin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal

· Persyaratan ijin usaha (psl 18 PP 40/95) :

a. Menyampaikan studi kelayakan sekurang kurangnya meliputi:

1. Jenis & jumlah pesawat udara yang diopersikan

2. Rute penerbangan , bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal

3. Aspek pemasaran

4. SDM

5. Kesiapan atau kelayakan operasi

6. Analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi & finansial

b. Memikili NPWP

· Pemberian atau penolakan ijin diberikan dalam waktu 60 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

· Perusahaan angkutan udara yang telah mendapat ijin usaha diwajibkan untuk (pasal 22 PP 40/95):

1. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 12 bulan setelah ijin usaha diberikan.

2. Mematuhi ketentuan wajib angkut sesuai peraturan UU yang berlaku.

3. Melaporkan kepada menteri apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam ijin usaha

4. Melaporkan kegiatan angkutan udara setiap bulannya kepada menteri

5. Memetuhi ketentuan dibidang teknis, operasi dan keselamatan penerbangan.

· Ijin usaha angkutan udara niaga dicabut apabila melanngar ketentua pasal 22 PP 40/95. yang dilakukan dengan proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut turut dalam tenggang 1 bulan. Bila peringatan tidak diindahkan maka akan dilakukan terlebih dahulu pembekuan kegiatan usaha untuk jangka waktu 1 bulan. Apabila tidak ada usaha perbaikan setelah dibekukan, maka diadakan tindakan pembekuan.

